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TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyatakan bahwa bupati menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintahan;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan kebutuhan,
kondisi, dan perkembangan hukum saat ini, sehingga
perlu diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ilir.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 ...



jdih.kaboki.go.id

3

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah ...
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10.

11.

12.

13.

14.

4

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

15. Peraturan Menteri ...
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15,

16,

17.

18.

19.

20.

Pernturan Menterl Dalam Negerl Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penylsthan Plutang dan Penylsihan
Dana Dergulle pada Pemerintab Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20156 Nomor 20736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam  Negerd Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturtan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/05.PMK/2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa -
Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 765);

21. Peraturan Menteri ...



Menetapkan:
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21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/05.PMK/2021
tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);

22, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Tahun 2023 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41
Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3 ...
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Kebijulkan

Paanl 3

Akuntansl  Pemerintah  Kabupaten sebagaimana

dimalksud dalam Pasal 2 ayal (2) secarn terinel ndalah sebagai

berikut:

(1) Kebijnkan Akuntansi Pelaporan Keunngan, terdiri atas

n 11
b. 1.2
e 13
d. 1.4
e, 1.5
f. L6
g 17
h. 1.8
i, 19
j. L10

Kernngkn  Konseptual  Kebijakan  Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Kebijakan  Akuntansi Penyajian Laporan

Keuangan;

Kebijakan Akuntansilaporan Realisasi Anggaran

Berbasis Kas;

Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;

Kebijakan Akuntansi Neraca;

Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional,
Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas;
Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas;

Kebijakan Akuntansi Catatan Atas Laporan

Keuangan; dan

Kebijakan  Akuntansi  Laporan  Keuangan

Konsolidasian.

(2) Kebijakan Akuntansi Akun, terdiri atas :

a. I1.1.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;

b. II.1.2 Kebijakan Akuntansi Piutang;

c. II.1.3 Kebijakan Akuntansi Investasi;

d. II.1.4 Kebijakan Akuntansi Persediaan;

e. I11.1.5 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

f, I1.1.6 Kebijakan ...
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(3)

(4)

f. 11.1.6 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
g I1.1.7 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
h. II.1.8 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;

i. IL2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

j. IL3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas;

k. I1.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
l. 11.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
m. I1.5.1 Kebijakan Akuntansi Beban;

n. I1.5.2 Kebijakan Akuntansi Belanja;

o. II.6 Kebijakan Akuntansi Transfer;

p. I.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;

g. 1.8 Kebijakan Akuntansi  Koreksi  Kesalahan,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak
Dilanjutkan;

r. 1.9 Kebijakan Akuntansi Treasury Deposit Facility
(TDF);

s. 11.10 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi; dan

t. I1.11 Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa -

Pemberi Jasa.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il ...



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kagua ng
pada tanggal | ecem ber 2034

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

M__’_

—

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal \b D&Sﬂm ber 2034

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

/8

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2QxYy
NOMOR .42
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